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ABSTRAK 

 

Pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah  satu pelayanan dasar 

yang menjadi hak setiap warga  negara sehingga setiap masyarakat mempunyai 

identitas kewarganegaraan yang sah. Pada observasi awal yang peneliti lakukan di 

Desa Meunasah Krueng Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar 

menunjukkan bahwa masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam membuat 

akta kematian dan masih belum adanya keterbukaan informasi terkait dengan 

prosedur pelayanan administrasi kependudukan. Oleh karena itu penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelayanan administrasi 

kependudukan serta untuk mengetahui kemampuan pendataan kependudukan 

yang dilakukan oleh Pemerintah Desa di desa Meunasah Krueng Kecamatan Ingin 

Jaya Kabupaten Aceh Besar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan teknik observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan 

administrasi kependudukan di Desa Meunasah Krueng Kecamatan Ingin Jaya 

Kabupaten Aceh Besar telah dilaksanakan berdasarkan Undang – Undang Nomor 

24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang 

administrasi kependudukan.  Namun dalam perkembangan pelayanan masih 

belum optimal terkait dengan sistem kerja aparatur desa serta tidak adanya 

keterbukaan informasi terkait dengan prosedur pelayanan administrasi 

kependudukan. Mekanisme pendataan penduduk yang dilakukan oleh aparatur 

desa juga masih belum optimal dalam melakukan pendataan terhadap masyarakat 

berkenaan dengan masyarakat yang sudah berubah status kependudukan 

disebabkan oleh tidak adanya pembaharuan database mengenai kelengkapan 

informasi penduduk.  Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pelayanan yang 

diberikan masih belum optimal karena kurangnya jam pelayanan yang diberikan 

oleh aparatur desa, namun demikian aparatur desa tetap berupaya memberikan 

pelayanan secara optimal. 

 

 

Kata kunci : Pelayanan, Administrasi Kependudukan, Pendataan Penduduk 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang        

 Setiap manusia pada dasarnya membutuhkan pelayanan, dapat dikatakan 

bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Masyarakat 

setiap waktunya selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari para 

birokrat, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena 

secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih berbelit-belit, 

lambat, dan membuat lelah para masyarakat yang melakukan pelayanan.
1
 

 Pada dasarnya pelayanan publik merupakan aspek penting yang 

merupakan perhatian utama pemerintah, baik oleh pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang Undang 

No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang Undang No. 25 Tahun 

2009 menguraikan bahwa pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan dalam 

rangka pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa dan lainnya 

yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan 

kepada masyarakat sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.
2
  

 Seiring dengan perkembangan zaman pelayanan publik sudah seharusnya 

memanfaatkan terobosan teknologi yang berinovasi sesuai dengan kondisi 

perkembangan terkini pelayanan publik guna optimalisasi pelayanan. Pelayanan 

publik dalam sektor administrasi kependudukan merupakan jenis pelayanan yang 

                                                             
1
 Rizka Fadilla,dkk.”Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keinci (Studi Kasus: Validasi Data 

Kependudukan)”Jurnal Administrasi Nusantara Mahasiswa, Vol 2 No. 7, 31 Juli 2020 hlm 62 
2
 UU RI No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 
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memberikan pemenuhan hak-hak administratif seperti pelayanan publik serta 

perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan, tanpa adanya 

perlakuan yang diskriminatif.
3
 

 Administrasi kependudukan merupakan suatu hal yang sangat penting di 

dalam kehidupan masyarakat saat ini. Kependudukan selalu bersentuhan dengan 

setiap aktivitas kita, diantaranya adalah saat pemilu legislative, pemilu presiden, 

pilkada, mengurus surat-surat kendaraan, mengurus surat-surat tanah, dan lain 

sebagainya. Apabila kita akan berdomisili di suatu wilayah maka kita harus 

memiliki tanda domisili yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
4
 

 Pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu pelayanan 

dasar yang menjadi hak setiap warga negara sehingga setiap masyarakat 

mempunyai identitas kewarganegaraan yang sah. Landasan pelaksanaan 

pelayanan administrasi kependudukan diatur pada Undang – Undang  No. 24 

Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang 

administrasi kependudukan disebutkan pada pasal 8 bagian b yaitu memberikan 

pelayanan yang sama dan professional kepada setiap penduduk atas pelaporan 

Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
5
  

Dengan demikian aparatur pemerintahan dalam pelaksanaan tugasnya, 

terutama yang berhubungan dengan penggunaan administrasi penduduk semakin 

dituntut bekerja keras dalam memiliki kemampuan yang optimal guna 

                                                             
3
 Wyke Santika Dewi, Skripsi: “Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Studi 

Kasus Pada Pelayanan Akta Kematian Lempeng Gapit di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Madiun”(Surakarta:UNS,2021), hlm 179 
4
Taufiqurokhman, Andriansya, dkk. 2021. Pendidikan dalam Tinjauan Administrasi 

Publik: Teori & Praktik. Yogyakarta:Penerbit Samudra Biru, hlm 66  
5
 UU RI No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 8 
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memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan.     

 Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 

disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama 

lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau 

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.
6
 Sebagai aparatur pemerintahan desa memiliki 

peranan penting dalan meningkatkan kemandirian desa untuk memberikan 

bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu.  

 Pemerintah desa dalam hal pelayanan untuk melayani masyarakat perlu 

memperhatikan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi bila 

pelayanan publik bisa memberikan pelayanan yang memenuhi indikator 

pelayanan yang baik yaitu kepastian waktu pelayanan, tanggung jawab, 

kelengkapan dan  kemudahan menerima pelayanan seperti yang diamanatkan pada 

Undang Undang No 25 Tahun 2009.
7
 Jika pelayanan yang diberikan oleh 

pemerintah desa telah memenuhi kriteria tersebut maka dapat dikatakan 

kebutuhan masyarakat telah terpenuhi sehingga dapat memberikan kepuasan 

kepada masyarakat.
8
 Pelayanan dibidang administrasi kependudukan merupakan 

salah satu bentuk pelayanan yang sangat dibutuhkan masyarakat. 

                                                             
6
 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 

7
 UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik pasal 

8
 Silvia Ardayanti, “Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa 

Dayeuhkolot Kecamatan Sagalaherang Kabupaten Subang”, Jurnal The World Of Public 

Administration, Vol 2 Issue 1, 01 Juni 2021 hlm 2 



4 
 

 
 

Pentingnya administrasi kependudukan bagi setiap masyarakat yaitu ikut 

berperan dalam pelaksanaan administrasi kependudukan, memenuhi data statistik 

secara nasional mengenai peristiwa penting, mendukung perumusan kebijakan 

dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional dan local, serta 

mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan.  

Selain itu tujuan dari penyelenggaraan administrasi kependudukan yaitu 

memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk 

untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami 

penduduk, memberikan perlindungan status hak sipil penduduk. Oleh karena itu 

setiap penduduk wajib melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa 

penting yang dialami kepada petugas pelaksana. Dengan kepemilikan dokumen 

kependudukan, penduduk dapat mengakses program dari pemerintah, seperti 

bantuan social, Kesehatan, Pendidikan, dan sebagainya.     

Pelaksanaan administrasi kependudukan di tingkat desa atau kelurahan 

diatur dalam Pengaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang 

Administrasi Pemerintah Desa. Pada pasal 2 mengatakan administrasi pemerintah 

desa meliputi administrasi umum; administrasi penduduk; administrasi keuangan; 

administrasi pembangunan; administrasi lainnya.
9
     

 Kejelasan prosedur serta persyaratan pada pengurusan administrasi 

kependudukan belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat desa. Sehingga 

proses pelayanan pengurusan administrasi kependudukan sering mengalami 

hambatan. Hambatan-hambatan yang bermula dari ketidakpahaman masyarakat 

                                                             
9
 PERMENDAGRI No,or 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintah Desa pasal 2 
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perihal prosedur dan persyaratan dalam mengurus administrasi kependudukan di 

desa akan menjadi persoalan yang berkepanjangan bila tidak segera diatasi seperti 

memperlambat proses pengurusan administrasi kependudukan. 

 Persoalan lain yang seringkali ditemukan pada kantor desa terkait dengan 

informasi pelayanan administrasi kependudukan yaitu masih lemahnya 

kemampuan pendataan kependudukan oleh Pemerintah Desa berkenaan dengan 

penduduk tetap, penduduk pindah, penduduk datang, kawin, lahir dan mati yang 

belum terdata secara konsisten sesuai realitas kependudukan. Hal ini juga terjadi 

karena kurangnya partisipasi masyarakat untuk melaporkan kependudukannya 

kepada pemerintah desa dan mengurus surat-surat yang berhubungan dengan 

administrasi kependudukan. Persoalan ini dibuktikan pada desa Meunasah Krueng 

yang masih belum terdata berkenaan dengan penduduk kawin, lahir dan mati pada 

saat peneliti observasi di bulan November 2020.
10

   

 Masalah lain yang peneliti temukan pada saat observasi yaitu, masih 

kurangnya partisipasi masyarakat untuk membuat akta kematian. Hal ini 

disebabkan karena pihak keluarga belum merasa penting untuk membuat akta 

kematian. Dari hasil wawancara yang tidak terstruktur peneliti dengan Keuchik 

desa Meunasah Krueng pada bulan November 2020 menyebutkan, “Akta 

kematian tersebut baru akan dibuat pada saat keperluan administrasi yang 

membutuhkan akta kematian, seperti menarik sisa uang di bank milik pihak 

keluarga yang telah meninggal”.         
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Dilihat dari observasi awal pada bulan November 2020, di desa Meunasah 

Krueng urusan yang sering dilakukan masyarakat adalah tentang administrasi 

kependudukan. Oleh karena itu masyarakat sangat membutuhkan peran aparatur 

desa dalam membantu untuk pengurusan tersebut. Dibutuhkan aparatur yang 

melakukan tugas dengan baik tanpa mempersulit masyarakat. Untuk mengatasi 

kondisi tersebut perlu dilakukan upaya perbaikan kualitas aparatur desa secara 

berkesinabungan demi mewujudkan pelayanan yang prima.  

 Di samping itu kedudukan desa menjembatani program- program 

pemerintah buat di sosialisasikan kepada warga sehingga bisa dimengerti serta 

didukung oleh warga. Oleh karena itu, kinerja aparatur desa memerlukan keahlian 

serta motivasi baik dalam pencapaian hasil penerapan tugas ataupun dalam usaha 

pemberian layanan yang bermutu kepada warga.    

 Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan pada latar belakang penelitian 

diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai “Pelayanan 

Administrasi Kependudukan Dalam Rangka Pendataan Penduduk di Desa 

Meunasah Krueng Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar” 

1.2 Identifikasi Masalah       

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi beberapa 

masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjunya.   

1. Belum optimalnya sistem pelayanan administrasi kependudukan yang 

dilaksanakan pada desa Meunasah Krueng Kecamatan Ingin Jaya 

Kabupaten Aceh Besar. 
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2. Kurangnya kemampuan pendataan kependudukan oleh Pemerintah Desa di 

desa Meunasah Krueng, berkenaan dengan penduduk tetap, penduduk 

pindah, penduduk datang, kawin, lahir dan mati yang belum terdata secara 

konsisten sesuai realitas kependudukan desa Meunasah Krueng 

1.3 Rumusan Masalah       

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana sistem pelayanan administrasi kependudukan yang 

dilaksanakan pada desa Meunasah Krueng, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh 

Besar? 

2. Bagaimana mekanisme pendataan kependudukan yang dilakukan Pemdes 

di desa Meunasah Krueng? 

1.4 Tujuan Penelitian      

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelayanan administrasi 

kependudukan yang dilaksanakan pada desa Meunasah Krueng 

2. Untuk mengetahui mekanisme pendataan kependudukan yang dilakukan 

oleh Pemdes di desa Meunasah Krueng 

1.5 Manfaat Penelitian       

Manfaat dari penelitian ini adalah terkait dengan Pelayanan Administrasi 

Kependudukan di Desa Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten 



8 
 

 
 

Aceh Besar. Berikut ini beberapa manfaat yang dapat dikontribusikan oleh 

penelitian melalui penelitian ini : 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori-teori tentang 

peningkatan pelayanan administrasi kependudukan di desa Meunasah 

Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar  

2. Manfaat praktis 

Hasil peneliti ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan kepada 

aparat pemerintah desa guna meningkatkan pelayanan administrasi 

kependudukan desa yang baik dan ditandai dengan adanya kepuasan 

masyarakat yang dilayani di Kantor Desa Meunasah Krueng Kecamatan 

Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. 

1.6  Penjelasan Istilah 

1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, 

dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik.
11

 

2. Peristiwa Kependudukan Adalah kejadian yang dialami penduduk yang 

harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap perubahan data 

identitas atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah 
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datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal 

tetap. 

3. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seorang penduduk 

meliputi kelahiran, kematian, lahir, perkawinan, perceraian, pengakuan 

anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan 

perubahan status kewarganegaraan. 

4. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan 

penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui 

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi 

kependudukan serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan publik dan 

pembangunan lainnya.
12

 

1.7 Metode Penelitian 

1.7.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin melihat 

langsung pelayanan administrasi kependudukan di desa Meunasah Krueng 

Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.  

Adapun pendapat terhadap metode kualitatif sebagaimana diungkapkan oleh 

Soetonyo, bahwa “Metode kualitatif ini dikembangkan untuk mengkaji kehidupan 

manusia dalam kasus-kasus terbatas, namun mendalam (in depth) dan 

total/menyeluruh (holistic), dalam arti tak mengenal pemilihan-pemilihan gejala 
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secara konsepsional ke dalam aspek-aspeknya yang eksklusif yang kita kenali 

dengan variabel”.
13

       

Pendapat lain sebagaimana Williams dalam Moelong menyebutkan bahwa, 

“Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada latar alamiah, dengan 

menggunakan metode alamia, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik 

secara alamiah”.        

Dengan demikian penelitian kualitatif merupakan penelitian alamiah yang 

mengutarakan latar alamiah, metode alamiah, dan dilakukan oleh orang yang 

mempunyai perhatian alamiah. Selanjutnya alasan lain dari penelitian kualitatif 

disini supaya peneliti lebih mampu mengembangkan diri terhadap objek yang 

diteliti, sehingga dapat melihat gejala-gejala, fenomena yang muncul di lapangan 

atau lokasi penelitian.      

1.7.2 Fokus Penelitian 

1. Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan pada desa 

Meunasah Krueng Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar  

Tabel 1.1 

Dimensi dan Indikator 

No Dimensi Indikator 

1 

 

2. 

Kewenangan 

 

Tanggung jawab 

 

a. Pelayanan 

b. Administrasi 

a. Kepala Desa 

b. Petugas Pelaksana 

Sumber: Pasal 9 Perbub Aceh Besar No 32 Tahun 2020 

2. Pendataan Kependudukan Yang dilakukan Pemdes di desa Meunasah 

Krueng Kabupaten Aceh Besar 
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Tabel 1.2 

Dimensi dan Indikator 

No Dimensi Indikator 

1. 

 

2. 

Fasilitas Pelayanan 

 

Dokumentasi Kependudukan 

a. Pendaftaran Penduduk 

b. Pencatatan Sipil 

a. Pengelolaan 

b. Laporan 

Sumber: Pasal 10 Perbub Aceh Besar No 32 Tahun 2020 

1.7.3 Lokasi Penelitian 

 Dalam penelitian ini, peneliti menjadikan desa Meunasah Krueng, 

Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh sebagai objek 

penelitian. Alasan peneliti memilih desa Meunasah Krueng menjadi lokasi 

penelitian yaitu: 

1. Karena desa Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh 

Besar merupakan sebagai salah satu desa yang ada dalam melaksanakan 

aktivitas administrasi kependudukan secara konsisten agar dapat 

terdatanya secara keseluruhan penduduk tetap, penduduk pindah, kawin, 

lahir dan mati. 

2. Desa Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar 

melaksanakan administrasi secara rutin sebagai aktivitas nyata sehari-hari 

sehingga mampu mendata secara utuh sistematika pengadministrasian 

kependudukan 

3. Desa Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar 

telah melaksanakan administrasi secara konsisten namun pelaksaaan 
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dilaksanakan pada malam hari sehinnga pola kerja yang dibangun kurang 

efektif karena keterbatasan waktu di malam hari. 

1.7.4 Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer 

 Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan 

berupa informasi dan persepsi serta tanggapan yang berkaitan dengan 

penelitian peneliti. Dikarenakan peneliti mengambil jenis penelitian 

kualitatif dalam penelitian ini. Maka sumber data primer yang digunakan 

adalah teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam pengumpulan 

data.  

2. Data Sekunder  

 Data sekunder adalah data-data yang dikumpulkan dari sumber-

sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Cara 

pengumpulan data tersebut diperoleh dari penelitian kepustakaan dan 

dokumentasi.
14

 Dalam penelitian ini, peneliti menjadikan kajian pustaka 

berupa buku, jurnal, berita dan dokumentasi berupa transkip wawancara 

dan lain sebagainya sebagai sumber data sekunder peneliti. 

1.7.5 Informan Penelitian 

Informan penelitian dipilih secara purposive sampling yaitu seseorang 

yang dipilih secara sengaja dan menjadi pihak yang akan memberi informasi 

yang diperlukan selama penelitian. Informan penelitian didasarkan pada 
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pertimbangan bahwa informan penelitian dapat memberikan informasi dan 

yang selengkap-lengkapnya dan relevan dengan tujuan penelitian  

Tabel 1.3 Informan Penelitian 

No Informan Jumlah 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Keuchik 

Sekretaris Desa 

Kaur Pemerintah 

Operator  

Masyarakat yang mengurus 

Administrasi Kelahiran, 

Kematian, Pindah, Masuk 

dan Pembuatan KK 

1 orang 

1 orang 

1 orang 

1 orang 

5 orang 

 

 Total 9 orang 

  Sumber: Data diolah Tahun 2021 

 Adapun alasan peneliti memilih informan tersebut yaitu:  

1. Keuchik atau Kepala Desa, untuk mengetahui tentang pelayanan 

pengurusan administrasi kependudukan di desa Meunasah Krueng terkait 

dengan standar pelayanan, jenis pelayanan, dll. 

2. Sekretaris Desa, untuk mengetahui tentang pelayanan pendaftaran 

penduduk, pencatatan kependudukan serta pengelolaan catatan sipil. 

3. Kepala Urusan Pemerintahan, untuk mengetahui tentang kemudahan 

akses dalam memenuhi persyaratan pelayanan dalam pengurusan 

administrasi kependudukan di desa Meunasah Krueng. 

4. Operator, untuk mengetahui pendataan penduduk dan penyajian data 

yang dilakukan oleh Pemdes terkait pelayanan administrasi 

kependudukan di desa Meunasah Krueng 
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5. Masyarakat, untuk mengetahui bagaimana sistem pelayanan administrasi 

kependudukan di desa Meunasah Krueng. 

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik  pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai  berikut: 

1. Observasi 

 Arikunto menyebutkan bahwa observasi adalah “mengumpulkan data 

atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha 

pengamatan secara langsung ke tempat yang akan di teliti”.
15

 Tujuan dari 

observasi adalah untuk mendeskripsikan suatu hal yang akan dipelajari 

dalam penelitian ini, aktivitas-aktivitas yang sedang berlangsung, serta 

orang-orang yang terlibat didalamnya. Dengan metode ini peneliti dalam 

observasi berada dalam keadaan yang wajar dan tanpa rekayasa yang 

dibuat-buat. 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi 

langsung yakni mengamati/mencatat yang dilakukan terhadap objek  

Pengamatan dilakukan secara langsung ditempat yang menjadi objek pada 

Desa Meunasah Krueng Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar dan 

juga observasi tidak langsung adalah pengamatan atau pencatatan yang 

dilakukan pada saat peristiwa terjadi. 

2. Wawancara 
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  Dalam penelitian kualitatif, wawancara menjadi metode pengumpulan 

data yang utama.  Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh 

dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan 

dan terwawancara (interviewe) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan tersebut.
16

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis 

wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan tidak 

berdasarkan pokok-pokok pertanyaan dan langsung diberikan secara 

spontan. Wawancara ini dilakukan denga mengajukan pertanyaan kepada 

Keuchik, Sekretaris Desa, Operator, Kaur Pemerintahan, serta 

masyarakat Desa Meunasah Krueng untuk menggali informasi lebih 

dalam mengenai pelayanan administrasi kependudukan di desa tersebut. 

3. Dokumentasi 

  Teknik pengumpulan informasi lainnya dalam penelitian kualitatif 

adalah dokumentasi, mengumpulkan data yang diperoleh dari catatan-

catatan yang disimpan baik berupa buku, jurnal, surat kabar dan lain 

sebagainya. Dari hasil dokumentasi yang diperoleh, peneliti menjadikan 

data tersebut sebagai informasi pendukung dalam menyelesaikan 

penelitian ini. 
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1.7.7 Analisis Data 

Analisis kualitatif terbagi menjadi empat bagian,  yaitu  data collection, 

data reduction, display dan verifikasi data seperti berikut ini:
17

 

1. Pengumpulan Data (Data Collection) 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara 

dibantu dengan observasi lapangan terhadap objek kajian. Dalam tahap 

ini peneliti melakukan sejumlah aktivitas baik secara administrasi atau 

pun secara teknis di lapangan guna memperoleh data sebanyak-

banyaknya dan secara sistematis sesuai dengan kebutuhan  atau target 

penelitian ini.  

2. Reduksi  data (Data Reduction)  

Reduksi data merupakan proses pemilihan, dengan pemusatan 

perhatian terhadap penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data 

”kasar” yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi dilakukan 

sejak pengumpulan data. 

3. Penyajian data ( Display)  

 Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun 

yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan  tindakan.  Penyajian  data  kualitatif  disajikan dalam  teks 

naratif. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang 

tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.  
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4.    Penarikan kesimpulan atau verifikasi 

 Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah kegiatan akhir dalam 

penelitian kualitatif. Penarikan kesimpulan dari verifikasi suatu hal yang 

sangat penting, Baik dari segi  makna maupun kebenaran kesimpulan 

yang disepakati oleh subjek tempat  penelitian itu dilaksanakan. 
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     BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian yang Relevan 

Jurnal yang ditulis oleh Dida Rahmadanik (2021) yang berjudul 

Pelaksanaan Pelayanan Administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Sidoarjo di Era Pandemi Covid 19. Berdasarkan penelitian yang sudah 

peneliti lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan administratif di 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo sudah berjalan 

dengan baik. Didalam analisis yang sudah peneliti uraikan pada pembahasan 

sudah sesuai dengan SOP yang ada serta masyarakat mendapatkan pelayanan 

sesuai dengan yang mereka butuhkan namun perlu adanya perbaikan di dalam 

indikator kenyamanan tempat pelayanan. Tetapi perlu ada pembiasaan dan 

perbaikan dalam melakukan pelayanan secara online. Faktor pendukung yang 

menjadi keberhasilan dalam memberikan pelayanan secara online saat pandemi 

Covid-19 adalah ketertiban masyarakat dan juga pemerintah berusaha untuk 

beradaptasi dengan keadaan yang mengharuskan pelayanan dilakukan secara 

online, dan pembatasan kegiatan diluar rumah. Sosialisasi pelayanan yang 

diberikan oleh Dispendukcapil selama pandemi dilihat dari keseimbangan hak dan 

kewajiban prinsip keadilan yang terjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan pelayanan baik antara pemberi dan 

penerima layanan, bentuk keadilan ataupun perhatian.  Di era pandemi seperti saat 

ini sebaiknya Dispendukcapil lebih memanfaatkan mediasosial dalam 

mensosialisasikan informasi terkait alur pelayanan, persyarakat pelayanan yang 
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kreatif dan inovatif dengan harapan masyarakat tidak jenuh dengan informasi 

yang formal dan sulit dipahami.
18

      

 Jurnal yang ditulis oleh Junaidi (2015) yang berjudul Implementasi 

Electronic Government untuk Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi 

Kependudukan. Dalam penelitian ini terdapat Penilaian terhadap kualitas 

pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan perlu dilakukan untuk 

mendapatkan informasi dalam rangka upaya perbaikan kualitas pelayanan 

administrasi kependudukan secara tepat, dan adaptasi dan responsifitas pelayanan 

sesuai kebutuhan masyarakat. Keamanan data kependudukan diperoleh melalui 

pembatasan hak akes kedalam aplikasi SIAK dan e-KTP. Menempatkan kode-

kode dan logo tertentu dalam blangko dokumen kependudukan untuk mengetahui 

dokumen yang dimiliki penduduk asli atau palsu. Faktor-faktor yang menjadi 

pendukung adalah komitmen pimpinan, anggaran, dan kebijakan. Sedangkan 

faktor penghambatnya adalah keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, 

dan masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang administrasi kependudukan. 

Berdasarkan pada jurnal yang ada dapat diketahui bahwa dalam aparatur desa 

harus mempunyai pelayanan berkualitas, serta di dukung dengan kemampuan dan 

kedislipinan yang baik agar tidak lagi terjadi kesalahan dalam pelayanan atau 

menulisan tanggal lahir dan penulisan nama. Dengan demikian masyarakat akan 

merasa puas dalam pelayanan administrasi kependudukan. Aparatur desa harus 

aktif bersosialisasi dalam  menjelaskan persayaratan-persyaratan yang harus di 
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penuhi dalam proses administrasi kependudukan.
19

    

 Skripsi yang ditulis oleh Nur Syahirah (2020) yang berjudul Analisis 

Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar. Dari  hasil  penelitian  dan  pembahasan  

yang  peneliti  lakukan  mengenai  Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar maka dapat 

peneliti simpulkan bahwa Pelayanan Administrasi Kependudukan Pda Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Cukup Baik, hal ini 

dibuktikan dari hasil penelitian dari beberapa  indikator  penelitian  yang 

digunakan dari keseluruhan rekapitulasi quesioner dengan jumlah 100 responden 

dengan persentase 100%  didapatkan hasil sebanyak  47,02% yang tergolong 

dalam  kategori Cukup  Baik. Akan   tetapi  belum  maksimal  ataupun  belum  

optimal dikarenakan  terdapat  hambatan-hambatan dalam melakukan pelayanan 

yang harus diatasi dan  masyarakat  belum  merasa  puas  apa  yang  diberikan  

oleh  pihak  petugas  atau aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kampar, hambatan-hambatannya yaitu:  1. Keterbatasan blangko yang 

membuat tidak maksimalnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.  2. 

Belum jelasnya waktu penyelesaian dari setiap jenis pelayanan dengan standar 

yang telah ditetapkan. 3. Terbatasnya sumber daya manusia dan kompetensi 

petugas yang belum spesifik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 4. 

Kurangnya sarana dan prasarana terkait gedung dan peralatan penunjang 
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pelayanan, dimana gedung yang lama membuat tidak nyamannya masyarakat 

dalam melakukan pelayanan, dan terkait peralatan yang tidak lengkap untuk 

menunjang pelayanan membuat tidak maksimalnya pelayanan yang diberikan.
20

 

2.2. Teori Pelayanan 

2.2.1. Pengertian Pelayanan 

 Pelayanan merupakan tuntutan yang sangat mendasar bagi manajemen 

pemerintahan modern, hal ini sesuai dengan pendapatan bahwa masyarakat yang 

semakin maju membutuhkan pelyanan yang cepat, dihitung dengan nilai 

ekonomis dan menjamin dengan adanya kepastian. Selain itu, Moenir 

mengemukakan bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui 

aktivitas orang lain secara langsung.  

 Berdasarkan penjelasan tersebut pelayanan dapat diartikan sebagai 

serangkaian kegiatan yang membentuk suatu proses. proses pelayanan berlangung 

secara terus menerus dan berkesinambungan, meliputi seluruh aspek kehidupan 

orang dalam masyarakat.
21

 

 Pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak 

setiap warganya, akivitas pelayanan lekat dengan persoalan-persoalan 

bagaimanacara-cara yang tepat untuk mendapatkan jasa kepada pelanggan. 
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Oleh karena itu, sebuah pelayanan dapat dilihat sebagai Outcome yang diterima 

oleh masyarakat.
22

 

 Pelayanan publik memiliki cakupan yang sangat luas dari berbagai aspek 

kehidupan, dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memeiliki fungsi 

memberikan berbagai pelayanan public yang diperlukan oleh masyarakat, mulai 

dari pelayanan dalam bentuk pengaturan maupun pelayanan-pelayanan lain dalam 

rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam bidang pendidikan, 

kesehatan, utilitas dan lainnya.
23

 

 Definisi pelayanan public tidak lagi daoat ditentukan hanya melihat dari 

segi lembga penyelenggaraannya yaitu pemerintah atau swasta, tetapi peayanan 

public juga harus dilihat dari segi karakteristik dan sifat dari pelayanan itu sendiri, 

kriteria yang selama ini secara konvensional digunakan untuk membedakan antara 

pelayanan public dan pelayanan privat. Negara berkewajiban untuk menjaga akses 

warganya terhadap berbagai pelayanan dasar yang menjadi kebutuhan minimal 

bagi masyarakat untuk hidup secara layak. 

2.2.2 Jenis Pelayanan 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, jenis 

pelayanan terbagi tiga antara lain: 
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a. Pelayanan Adminitrasi 

Pelayanan administrasi adalah bentuk penyediaan dokumen pelayanan 

publik yang dibutuhkan oleh masyarakat, misalnya pelayanan dalam hal 

pembuatan akta kelahiran, kartu tanda penduduk, sertifikat tanah, 

surattanda kendaraan bermotor, surat izin mengemudi, dan izin 

mendirikan bangunan. 

b. Pelayanan Barang 

Pelayanan barang adalah bentuk pelayanan yang menghasilkan segala 

bentuk pelayanan barang yang menjadi kebutuhan publik.meliputi 

jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, penyedia air bersih. 

c. Pelayanan Jasa 

Pelayanan jasa adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk 

jasa yang dibutuhkan publik, misalnya: pendidikan, pemeliharaan 

kesehatan, penyelenggaraan transportasi, dan lain-lain.
24

 

Kesimpulan dari beberapa jenis pelayanan yang diberikan oleh pemerintah 

kepada masyarakat diatas, terdapat tiga jenis pelayanan administratif, pelayanan 

barang dan pelayanan jasa. Berdasarkan jenis tersebut pelayanan di kantor 

keuchik di Desa Meunasah Krueng Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar 

termasuk kedalam kategori pelayanan administratif dan jasa. 
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2.2.3.  Unsur-Unsur pelayanan 

Dalam pelaksanaannya pelayanan memiliki unsusr-unsur yang bertujuan 

untuk proses pelayanan. Menurut Atep Adya Bharat mengemukakan empat unsur-

unsur dalam proses pelayanan yaitu: 

a) Penyedia layanan, berupa pihak yang memberi layanan kepada konsumen 

baik itu layanan berbentuk barang atau jasa 

b) Penerima layanan, yaitu pihak yang disebut konsumen atau pelanggan 

yang menerima layanan 

c) Jenis layanan, yaitu bentuk layanan yang diberikan oleh pemberi layanan 

kepada penerima layanan 

d) Kepuasan pelanggan, yaitu dalam memberikan pelayanan harus mengacu 

kepada tujuan utama pelayanan yaitu memberikan kepuasan terhadap 

masyarakat .
25

 

Selanjutnya Kasmir juga menyatakan beberapa ciri-ciri pelayanan yang 

baik memiliki unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Tersedianya karyawan yang baik 

b. Memiliki sarana dan prasarana yang baik 

c. Bertanggung jawab 

d. Mampu berkomunikasi 

e. Memberikan kepercayaan terhadap masyarakat 
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f. Memahami kebutuhan masyarakat 

g. Melayani secara cepat dan tepat 

h. Memiliki kemampuan yang baik 

i. Menjaga rahasia
26

 

2.2.4 Asas Pelayanan 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 

tentang pelayanan publik, menyebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus 

memenuhi beberapa asas yaitu: 

a. Kepentingan umum 

b. Kepastian hukum 

c. Kesamaan hak 

d. Keseimbangan hak dan kewajiban 

e. Keprofesionalan 

f. Partisipatif 

g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif 

h. Keterbukaan 

i. Akuntabilitas 

j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan 

k. Ketepatan waktu, dan 

l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkuan.
27
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2.2.5 Kualitas Pelayanan 

 Pelayanan merupakan suatu perbuatan, suatu kinerja atau suatu usaha, 

dalam pekerjaan sehingga menunjukkan bahwa pentingnya penerima jasa 

pelayanan terlibat secara aktif di dalam produksi atau penyampaian proses 

pelayanan itu sendiri. 

 Agar menjadi seorang yang profesinal dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat, maka aparat pemerintahan harus memiliki kemampuan dan 

pengetahuan tentang bidang tugas masing-masing. Sebagaimana dinyatakan 

bahwa pelayanan professional adalah kemampuan seseorang yang memiliki 

profesi melayani kebutuhan orang lain. 

2.2.6 Standar Pelayanan Publik   

 Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai 

kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan 

yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Diantaranya meliputi : 

1. Persyaratan 

2. Sistem, mekanisme dan prosedur 

3. Jangka waktu pelayanan 

4. Biaya/tarif 

5. Produk pelayanan 

6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 
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Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan 

pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi: 

2. Dasar hukum 

3. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas 

4. Kompetensi pelaksana 

5. Pengawasan internal 

6. Jumlah pelaksana 

7. Jaminan pelayanan 

8. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan 

9. Evaluasi kinerja pelaksana
28

 

Di Indonesia dalam menentukan standar pelayanan berdasarkan Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2004 antara lain: 

a) Prosedur Pelayanan yang dilakukan sesuai dengan penerimaan pelayanan 

disaaat pengaduan keluhan 

b) Biaya pelayanan berupa tariff yang dirincikan pada saat pemberian 

layanan 

c) Sarana dan prasarana berupa tersedianya infrastruktur pada saat terjadinya 

pengaduan pelayanan seperti tersedianya kursi ruang tunggu dan fasilitas 

pendukung lainnya 

d) Produk pelayanan yang dihasilkan juga harus sesuai dengan ketentuan 

yang telah ditetapkan 
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e) Kompentensi petugas pelayanan juga perlu diperhatikan keahlian, 

pengetahuan, ketrampilan dan professional serta sikap dalam bekerja.
29

 

Dengan demikian, dapat simpulkan bahwa standar adalah pedoman dalam 

penyusunan program perencanaan sehingga memudahkan dalam pekerjaan. 

Standar bertujuan untuk memudahkan pemerintah desa melakukan pekerjaan 

karena digunakan sebagai acuan. Dalam memberikan palayanan harus mempunyai 

beberapa prosedur seperti sarana dan prasarana yang memadai, memiliki alur 

penyebaran infomasi yang jelas, serta produk yang dihasilkan sesuai dengan 

kompentensi pemerintah desa dalam memberikan pelayanan. 

2.3 Teori Kependudukan 

2.3.1 Pengertian Kependudukan 

Penduduk merupakan semua orang yang berdomisili di wilayah geografis 

Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili 

kurang dari 6 bulan dengan tujuan untuk menetap. Kependudukan atau demografi 

adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Meliputi di 

dalamnya ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah 

penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta 

penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan 

atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, 

kewarganegaraan, agama, atau etnisitas tertentu. 
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Jumlah penduduk di suatu wilayah tidaklah tetap, namun akan selalu 

berubah (bertambah atau berkurang) seiring dengan perjalanan waktu. 

Pertambahan penduduk terjadi karena angka kelahiran dan angka kematian tidak 

seimbang, dimana angka kelahiran lebih besar dari angka kematian. Pertambahan 

penduduk juga dipengaruhi selisih angka penduduk yang masuk dan keluar suatu 

wilayah. Pertambahan penduduk suatu wilayah berupa angka-angka yang konkret 

dalam pertambahan setiap tahunnya, sedangkan pertumbuhan penduduk berupa 

besaran pesentasenya saja. 

Pengelolaan kependudukan dan pengembangan keluarga adalah upaya 

terencana untuk mengarahkan perkembangan kependudukan dan pembangunan 

keluarga untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan 

kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Perkembangan kependudukan 

adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan perubahan keadaan 

kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan 

pembangunan berkelanjutan.
30

 

2.3.2 Administrasi kependudukan   

Pengertian Administrasi, adalah kata kerja sedangkan kata bendanya adalah 

administration dan kata sifatnya adalah administratiavus. Dalam kegiatan sehari-

hari untuk istilah administrasi di bagi menjadi dua bagian yaitu : Administrasi 

dalam pengertian yang sempit menurut Silalahi (1994:5) dalam bukunya yang 

berjudul Studi Tentang Ilmu Administrasi, adalah : “Penyusunan dan Pencatatan 

data dan informasi secara sistematis dengan maksud menyediakan keterangan 
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serta mempermudahkan, memperoleh kembali secara keseluruhan dan dalam 

hubungannya satu sama lain.” Administrasi dalam pengertian yang luas adalah 

seluruh proses kerja sama satu orang atau lebih dalam mencapai tujuan bersama. 

Pelayanan administrasi kependudukan merupakan bagian dari pelayanan 

publik yang harus diselenggarakan oleh negara guna memenuhi kebutuhan 

masyarakat dalam bidang administratif.  

  Menurut The Liang Gie dalam buku ilmu administrasi publik administrasi 

adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang 

dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapaitujuan tertentu. 

Sedangkan yang dimaksud dengan kependudukan adalah hal-hal yang 

berhubungan dengan struktur, jumlah, jenis kelamin, umur, perkawinan, 

kehamilan, kematian dan lain-lain hingga ketahanan yang berhubungan dengan 

ekonomi, sosial, budaya serta politik.  

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi 

Kependudukan yang dimaksud dengan administrasi kependudukan adalah 

rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen berkaitan dengan jumlah, 

pertumbuhan, persebaran, mobilitas, kualitas, kondisi, kesejahteraan, yang 

menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, serta lingkungan.
31

 Setiap 

penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan, pelayanan 

yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, kepastian hukum 

atas kepemilikan dokumen, informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk 

dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya serta ganti rugi dan 

                                                             
31

 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan 



31 
 

 
 

pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan 

pencatatan sipil. 

Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan dokumen kependudukan adalah 

dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai 

kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pendaftaran 

penduduk dan pencatatan sipil. Dokumen kependudukan pada dasarnya seperti : 

(1) Biodata penduduk (2) Kartu Keluarga (KK) (3) Kartu Tanda Penduduk (KTP), 

(4) Surat Keterangan Kependudukan, (5) Akta Pencatatan Sipil.  

Adapun surat keterangan kependudukan meliputi : (1) surat keterangan 

pindah, (2) surat keterangan pindah datang, (3) surat keterangan pindah keluar 

negeri, (4) surat keterangan datang dari luar negeri, (5) surat keterangan tempat 

tinggal, (6) surat keterangan kelahiran, (7) surat keterangan lahir mati, (8) surat 

keterangan batal kawin, (9) surat keterangan pembatalan perkawinan, (10) surat 

keterangan kematian, (11) surat keterangan pengangkatan anak, (12) surat 

keterangan pelepasan kewarganegaraan indonesia, (13) surat keterangan 

pengganti identitas, (14) surat keterangan pencatatan sipil.  

Kependudukan adalah hal yang berkaitan dengan jumlah, pertumbuhan, 

persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, kondisi kesejahteraan, yang 

menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan. 

Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, 

jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, 

mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, 

sosial, dan budaya.   
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Dalam Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 32 Tahun 2020 Tentang 

Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Gampong disebutkan bahwa 

pelayanan administrasi di gampong dilakukan melalui: 

a. Fasilitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dapat 

dilakukan dengan cara manual dan/atau Daring; 

b. Penyerahan kutipan Dokumen Kependudukan tertentu; 

c. Pengelolaan dan penyajian laporan administrasi kependudukan; 

d. Pelaksanaan tugas pembantuan urusan Pelayanan Administrasi 

Kependudukan dari pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah 

Gampong; 

e. Penyediaan data dan informasi kependudukan; dan 

f. Pengelolaan pengaduan masyarakat.
32

 

2.4 Teori Sumber Daya Manusia 

2.4.1 Pengertian Sumber Daya Manusia 

Setiap organisasi membutuhkan sumber daya yang berkualitas untuk 

mendukung pencapaian tujuan organisasi, salah satunya adalah sumber daya 

manusia (SDM) yang di pandang sebagai sumber daya yang paling istimewa di 

antara sumber daya organisasi lainnya karena meruapakan penggerak bagi 

berjalannya seluruh aktivitas dalam organisasi. Tanpa SDM, maka sumber daya 

organisasi yang lain  tidak dapat berfungsi sehingga tujuan organisasi tidak akan 

tercapai. Menurut Sayuti Hasibuan, sumber daya manusia adalah semua manusia 

yang terlibat di dalam suatu organisasi dalam mengupayakan terwujudnya tujuan 
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organisasi tersebut. Nawawi membagi pengertian SDM menjadi dua, yaitu 

pengertian secara makro dan mikro. Pengertian SDM secara makro adalah semua 

manusia sebagai penduduk atau warga negara suatu negara atau dalam batas 

wilayah tertentu yang sudah memasuki usia angkatan kerja,baik yang sudah 

maupun belum memperoleh pekerjaan (lapangan kerja). Pengertian SDM dalam 

arti mikro secara sederhana adalah manusia atau orang yang bekerja atau menjadi 

anggota suatu organisasi yang disebut personil, pegawai, karyawan, pekerja, 

tenaga kerja, dll.         

  Jadi, sumber daya manusia (SDM) adalah semua orang yang terlibat yang 

bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan.
33
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2.5. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

  

  

  

                                                                                      

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM 

Gambaran umum Gampong Meunasah Krueng adalah usaha 

menggambarkan secara utuh tentang kondisi gampong. Data-data yang disusun 

diambil dari semua data yang tersedia dan bisa didapatkan. Selain menggunakan 

data-data yang ada gambaran umum gampong ini, diperkaya dengan data-data 

yang didapat dari hasil survei, wawancara, diskusi terarah dan terbatas maupun 

pengamatan secara langsung merupakan bagian dari tahapan Rencana Kegiatan 

Masyarakat.         

 Data yang dipakai untuk menggambarkan situasi atau keadaan 

kependudukan misalkan, dalam gambaran umum memakai data dengan cara 

mengisi daftar KK yang disebarkan melalui para Kepala Dusun. Hasil data 

kependudukan ini memunculkan perbedaan dengan data yang ada di Pemerintah 

Gampong. Setelah ditelusuri dan dicek ulang data yang ada di Pemerintah 

Gampong adalah data yang disusun  beberapa tahun yang lalu. 

Sementara  pengisian daftar KK ini dilakukan pada bulan Desember 

2014. Pendataan akan diketahui jumlah penduduk yang berdomisili dan berdiam 

di gampong lebih aktual. Selisih jumlah penduduk yang terdaftar di Pemerintah 

Gampong dengan hasil pendataan, ketika dilakukan analisa antara tim survei 

dengan data dari  Pemerintah Gampong bahwa jumlah yang tercatat secara 

admisitrasi ini kemungkinan banyak yang berdomisili dan bertempat tinggal di 

luar Gampong Meunasah Krueng dikarenakan berbagai sebab. Kebanyakan 

mereka ini mencari nafkah ke luar dari gampong atau tinggal sementara akibat 

gempa dan tsunami yang saat ini mereka telah kembali ke daerah asalnya masing-
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masing. Sehingga dalam penyusunan dokumen ini memakai data aktual yang 

didapat dari hasil survei.  

3.1 Visi dan Misi 

VISI          

 Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan 

yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi 

Gampong Meunasah Krueng ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, 

melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Gampong Meunasah Krueng 

seperti pemerintah Desa, Tuha Peut, Tokoh Masyarakat, tokoh agama, lembaga 

masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya.  Pertimbangan kondisi 

eksternal di gampong seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan.  

Maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi Gampong Meunasah Krueng : 

“ Mewujudkan Gampong Meunasah Krueng Menjadi Gampong Kearifan Lokal 

Dalam Bingkai Syariah Islam yang Maju sejahtera, Bermartabat dan harmoni”  

a) Mewujudkan : terkandung didalamnya peran pemerintah dan masyarakat 

dalam mewujudkan Gampong Meunasah Krueng  yang mandiri secara 

ekonomi, dan bersatu secara sosial menuju harmonisasi yang bermartabat. 

b) Gampong Meunasah Krueng : adalah satu kesatuan masyarakat hukum 

dengan segala potensinya dalam sistem pemerintahan di wilayah Gampong 

Meunasah Krueng. 
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c) Kearifan Lokal : Penyatuan atau suatu kesatuan adat istiadat yang sifatnya 

mengikat kekompakan masyarakat dalam membangun gampong secara 

bersama-sama. 

d) Bingkai Syariah islam : Aceh adalah daerah yang diberikan kekhusuan 

otonomi dimana masyarakatnya sangat identik dengan Agama sehingga peran 

sosial masyarakat, adat istiadat, politik, tidak bias dilepaskan daripada Agama 

yang menjadi penopang kehidupan yang maju sejahtera dan harmonis. 

e) Sejahtera :  terkandung makna bahwa seluruh masyarakat Gampong 

Meunasah Krueng tercukupi kebutuhan lahir dan batinnya yaitu cukup 

sandang, pangan dan papan. 

f) Bermartabat : Menjungjung Tinggi nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan 

dalam kehidupan bermasyarakat yang mengandung etika dan estetika. 

g) Harmonis : adalah suatu kondisi kehidupan bermasyarakat yang satu sama 

lain saling menghargai, saling menghormati dan saling berdampingan demi 

tujuan dan kepentingan bersama. 

MISI GAMPONG        

 Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya atau langkah-langkah 

yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai 

pemersatu gerak, langkah dan tindakan  nyata bagi segenap komponen 

penyelenggaraan pemerintahan gampong tanpa mengabaikan mandate yang 

diberikannya. Adapun misi pemerintahan Gampong Meunasah Krueng adalah 

sebagai berikut 
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a) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan infrastruktur, 

penciptaan lapangan kerja, dan optimalisasi pengelolaan sumber daya 

yang ada meliputi bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi 

pemberdayaan komunitas. 

b) Meningkatkan Pelaksaan Syariat Islam. 

c) Menumbuhkan tingkat kesadaran masyarakat untuk hidup berbangsa, 

bernegara dengan baik dan berlandaskan Al-Qur’an dan Hadits serta 

pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 

d) Meningkatkan dan mengelola Pendapatan Asli Gampong 

e) Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui pelaksanaan 

Otonomi Daerah. 

f) Memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam wujud tata 

kelola pemerintahan gampong yang baik dan bersih. 

g) Meningkatkan percepatan laju SDM pemuda. 

 Diharapkan dengan adanya visi dan misi Gampong Meunasah Krueng 

tersebut dapat menjadi barometer Pemerintahan Gampong dalam menjalankan 

rencana kerja yang sesuai dengan perencanaan gampong yang telah disusun. 

3.2 Kondisi Geografis dan Demografi 

Secara umum keadaan geografis Gampong Meunasah Krueng merupakan 

dataran rata yang tidak berbukit dengan mayoritas lahan sebagai area perumahan 

dan persawahan masyarakat. 
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3.2.1 Letak Geografis (Batas administrasi Gampong dan luas wilayah) 

  Batas Wilayah : 

Sebelah Utara    : Berbatasan dengan DAS Krueng Aceh 

Sebelah Timur    : Berbatasan dengan Gampong Pantee 

Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Gampong Bineh Blang 

Sebelah Barat     : Berbatasan dengan Gampong Santan 

3.2.2 Luas Wilayah 

 Luas wilayah Gampong Meunasah Krueng secara keseluruhan ±110 

Ha yang terdiri dari : 

a. Tanah sawah                 : ±40 Ha 

b. Tanah Perumahan         : ±46 Ha 

c. Tanah Kebun                : ±46 Ha 

3.2.3 Kependudukan  

1) Keadaan sosial ekonomi penduduk; 

Jumlah penduduk                : 2.675 Jiwa 

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk 

Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1.125 1.550 2.675 

         Sumber : RPJM Desa Meunasah Krueng (2018) 
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2) Mata Pencaharian : 

Tabel 3.2 Mata Pencaharian 

Usia Produktif 2.000 Jiwa 

Usia Non Produktif 675Jiwa 

         Sumber : RPJM Desa Meunasah Krueng (2018) 

3) Kesehatan Masyarakat : 

Tabel 3.3 Kesehatan Masyarakat  

Fasilitas 

Kesehatan 

Penyakit Tenaga 

Medis/ 

dukun 

Ibu hamil dan 

melahirkan/ 

pasangan usia 

subur 

Balita 

Gizi 

Buruk 

Kader 

Kesehatan/ 

akseptor 

Polindes Malaria, 

DBD, 

Gatal-

gatal, DM 

Tenaga 

Bidan 

Desa, 

tenaga 

KB 

Ada, namun 

tidak terdata 

dengan baik 

Ada, 

namun 

tidak 

terdata 

Tersedia 

kader 

kesehatan 

dan kader 

KB 

Sumber : RPJM Desa Meunasah Krueng (2018) 

4) Sosial Ekonomi (Fasilitas, Kesejahteraan masyarakat, pengangguran, data 

industri dan daya serap tenaga kerja, koperasi, gotong royong, swadaya, 

keamanan pelaksanaan syari’at islam, kegiatan seni budaya agama). 

Kondisi Sosial Ekonomi; 
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Tabel 3.4 Kondisi Sosial Ekonomi 

Daya Serap 

Tenaga Kerja 
Koperasi Swadaya Gotong Royong 

Kegiatan Seni 

Budaya Agama 

Lapangan kerja 

yang tersedia 

kecil sehingga 

daya serap 

tanaga kerja 

kecil yang 

menyebabkan 

angka 

pengangguran 

tinggi 

Tidak ada 

Koperasi  di 

Gampong, 

namun ada 

kelompok 

simpan 

pinjam  yang 

sudah berjalan 

dan BUMG 

Sejauh ini 

masyarakat 

menengah keatas 

tingkat kemauan 

berswadaya 

termasuk Sedang 

Keinginan gotong 

royong masyarakat 

selama ini sudah 

pudar, disebabkan 

peluang/lapangan 

kerja masyarakat 

banyak di luar 

gampong 

Penduduk 

gampong yang 

agamais 

menyebabkan 

kegiatan seni 

budaya agama 

sangat 

digemari 

dewasa ini. 

Sumber : RPJM Desa Meunasah Krueng (2018) 

5) Kondisi Fisik Dasar Gampong (jembatan, jalan desa, jenis lahan, fasilitas 

umum, irigasi, waduk, sumber listrik, TPI, pasar, dll).   

Tabel 3.5 

Kondisi Fisik Gampong 

Meunasah/ Balai Pengajian 1 

SD/TK 1 

Polindes 1 

Jalan Desa 10 

Lap. Bola Kaki 1 

Sungai 1 

Pasar/Kedai 0 

Kantor Keuchik 1 

Rumah Gampong 6 

Kedai Gampong 5 

             Sumber : RPJM Desa Meunasah Krueng (2018) 
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3.2.4. Pemilikan Ternak 

Jumlah hewan ternak yang dimilki oleh masyarakat Gampong Meunasah 

Krueng berjumlah ± 275 ekor, terdiri dari sapi, kambing dan unggas.  

3.2.5. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (dalam KK/ Jiwa) 

Kaya Sedang Kurang mampu 

50 KK 345 KK 140 KK 

        Sumber : RPJM Desa Meunasah Krueng (2018) 

 

3.4. Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pemerintah Gampong 

KAUR PEMERIN 

TAHAN 

KAUR PERENCANAA 

PEMBANGUNAN & 

KE[PEMUDAAN 

KAUR KESRA 

DUSUN 

SENTOSA 

DUSUN 

BAHAGIA 

DUSUN 

MULIA 

 

TUHA PEUT 

 

IMUEM GAMPONG 

OPERATOR 

SEKRETARIS 

GAMPONG 

KEUCHIK 

KETUA 

PEMUDA 

GAMPONG 



 
 

43 
 
 

     BAB IV      

    HASIL PENELITIAN 

 Pada bab ini akan disajikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan 

dari temuan peneliti di lapangan saat penelitian berlangsung. Pembahasan 

mengenai hasil penelitian berkaitan dengan Pelayanan Administrasi 

Kependudukan Dalam Rangka Pendataan Penduduk di Desa Meunasah Krueng 

Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Adapun uraian disesuaikan 

berdasarkan fokus penelitian yang telah ditentukan sebelumnya dan sesuai dengan 

rumusan masalah yang ingin ditemukan jawabannya. Maka secara sederhana hasil 

dan pembahasan dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut: 

4.1.  Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan pada 

Desa Meunasah Krueng Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar 

Dalam era globalisasi sebagaimana disampaikan oleh Charles Bets bahwa 

dijaman modern ini semua aktifitas masyarakat didasarkan pada administrasi 

secara kontinue dan konsisten untuk menata prikehidupan yang terorganisir 

sebagai wahana kehidupan yang terkoordinatif. Oleh karena itu aktifitas 

administrasi kependudukan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 

Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang dijabarkan pada pasal 9 yaitu 

Pemerintah Gampong berwenang melakukan Pelayanan Administrasi 
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Kependudukan di Gampong pada  Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 32 Tahun 

2020 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Gampong. 

Didasarkan pada ketentuan yang dimaksud sebagaimana wawancara 

peneliti dengan Bapak Anmulyadi Rianto Keuchik desa Meunasah Krueng 

Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar pada hari Kamis, 25 November 

2021 : 

“Dalam memberikan pelayanan dikantor desa selama ini, kami sudah 

berupaya memberikan pelayanan yang maksimal. Kesediaan fasilitas 

dalam pemerintahan desa sudah sangat bagus dan mendukung apalagi 

dengan adanya dana desa untuk pelayanan publik dalam menunjang 

kualitas dan kuantitas pelayanan harus ditingkatkan karena segala 

sesuatunya sudah dibantu dengan dana desa apalagi tujuan dana desa 

bukan hanya untuk pembangunan semata dalam artian infrastruktur tapi 

disini juga untuk mendukung atau sebagai penunjang sarana dan prasarana 

administrasi pelayanan publik di dalam desa”.
34

 

Demikian juga hasil wawancara dengan Bapak M. Syarif Walhidayat 

selaku Kaur Pemerintahan pada hari Kamis, 25 November 2021 menyatakan 

bahwa : 

“Untuk pengurusan administrasi, pemerintah desa telah memberikan 

pelayanan dengan baik. Pemerintah desa sudah menjalankan peranannya 

dengan maksimal dalam melayani masyarakat. Apa saja yang masyarakat 

butuhkan kita layani”.
35

 

Hal serupa juga disampaikan dari hasil wawancara dengan Bapak Chaizir 

Balia selaku Sekretaris Desa Meunasah Krueng pada hari Senin, 29 November 

2021 yang menyatakan bahwa : 

“kita sudah melayani secara maksimal walaupun tidak 100%. Dimana 

sekarang komputer sudah lengkap disetiap bidang, jadi tidak ada alasan 

                                                             
34

 Wawancara dengan Keuchik, Unmulyadi Rianto pada tanggal 25 November 2021 di 

Desa Meunasah Krueng 
35

 Wawancara dengan Kaur Pemerintahan, M. Syarif Walhidayat pada tanggal 25 

November 2021 di Desa Meunasah Krueng 
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masyarakat menunggu lama untuk pengurusan administrasi. Karena jika 

banyaknya masyarakat yang datang untuk mengurus administrasi, bidang 

lainnya seperti Kaur Keuangan bahkan Keuchik pun juga ikut serta 

membantu mengurus dalam melayani masyarakat supaya masyarakat tidak 

perlu menunggu lama”.
36

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, 

desa Meunasah Krueng sudah bertanggung jawab dalam pelayanan terhadap 

masyarakat, dimana masyarakat tidak perlu menunggu lama untuk pengurusan 

administrasi karena sudah lengkapnya fasilitas yang disediakan. Dan juga bidang 

lain selain Sekdes dan Operator yang melayani masyarakat, bidang lain pun juga 

ikut serta membantu bila banyaknya masyarakat yang datang untuk mengurus 

administrasi. Namun untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 

masih dilakukan secara manual. 

Berdasarkan observasi peneliti pada 19 Oktober 2021, peneliti melihat 

bahwa fasilitas pelayanan di Kantor Desa Meunasah Krueng yang diberikan 

aparatur desa untuk melayani masyarakat sudah baik. Hal tersebut didukung oleh 

ruang tunggu yang sudah dilengkapi AC dan sofa sehingga masyarakat yang 

menunggu merasa nyaman. Selain itu juga fasilitas seperti komputer juga sudah 

lengkap di semua bidang sehingga masyarakat tidak perlu menunggu lama dalam 

proses pengadministrasian. 

Selain itu untuk pelayanan administrasi di desa Meunasah Krueng 

dilaksanakan untuk tidak mempersulit masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan 

perilaku pelaksana dalam pelayanan pada Undang-Undang No 25 Tahun 2009 

                                                             
36

 Wawancara dengan Sekdes, Chaizir Balia pada tanggal 29 November 2021 di Desa 

Meunasah Krueng 
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Tentang Pelayanan Publik.
37

 Pernyataan tersebut sesuai dengan wawancara 

peneliti dengan Bapak Unmulyadi Rianto selaku Keuchik Desa Meunasah Krueng 

pada hari Kamis, 25 November 2021 yaitu : 

“Jika ada masyarakat yang merasakan kesulitan mengurus administrasi itu 

kita jelaskan secara detail surat apa yang ingin dibuat, syaratnya kita 

bilang apa saja yang harus dibawa, kita arahkan, kita bantu semaksimal 

mungkin”.
38

 

Pada hasil wawancara peneliti dengan Bapak Chaizir Balia selaku 

Sekretaris Desa pada hari Senin, 29 November 2021 juga menyatakan hal yang 

sama yaitu : 

“Bagi masyarakat yang kesulitan mengurus administrasi kita bantu, kita 

tanya mau buat surat apa atau apa yang dibutuhkan. Bahkan istimewanya 

masyarakat kita sebagai pemerintah gampong bila ada orang tua yang 

kesusahan untuk datang ke kantor Keuchik, bisa memberitahukan melalui 

via Whatsapp surat apa yang dibutuhkan lalu kita antarkan kerumahnya 

sambil pulang dinas walaupun tidak banyak, dan Adapun persyaratan 

pelayanan administrasi seperti membuat Akta Kelahiran yaitu masyarakat 

harus membawa surat keterangan kelahiran”.
39

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Aparatur 

Desa Meunasah Krueng sudah melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik untuk tidak 

mempersulit masyarakat sudah melaksanakan tugasnya dengan maksimal 

dibuktikan dengan pelayanan yang diberikan pada masyarakat. Aparatur Desa 

membantu menjelaskan dan mengarahkan bila ada masyarakat yang kesusahan 

untuk membuat surat. Dan bila masyarakat yang kesusahan untuk datang ke 

                                                             
37

 UU RI No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 34 
38 Wawancara dengan Keuchik, Unmulyadi Rianto pada tanggal 25 November 2021 di 

Desa Meunasah Krueng 
39 Wawancara dengan Sekdes, Chaizir Balia pada tanggal 29 November 2021 di Desa 

Meunasah Krueng 
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kantor Keuchik dapat menghubungi Aparatur Desa melalui via Whatsapp atau 

bisa langsung telepon untuk minta dibuatkan surat yang dibutuhkan. 

Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Syamsinar 

Masyarakat desa Meunasah Krueng pada hari Kamis, 25 November 2021 yang 

mengurus administrasi yaitu : 

“pelayanan yang diberikan sama kantor keuchik sudah bagus, selalu 

melayani dengan baik untuk warga yang berkepentingan buat surat. Kalau 

mau buat surat juga ga perlu nunggu lama langsung siap”.
40

 

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Dewi warga desa Meunasah Krueng 

pada hari Sabtu, 27 November 2021 juga menyatakan hal yang sama yaitu: 

“selama ini untuk pengurusan administrasi maupun yang lainnya, mereka 

sudah melayani dengan baik, Cuma terkendalanya kantor keuchik hanya 

dibuka pada malam hari”.
41

 

Begitu pula dengan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Sulastri 

masyarakat desa Meunasah Krueng pada hari Sabtu, 27 November 2021, 

mengatakan: 

“Sudah bagus pelayanannya, kalau tidak mengerti juga dijelaskan dengan 

baik, namun karena bukanya hanya malam jadi agak susah saya 

perginya”.
42

 

Hasil wawancara peneliti dengan Muammar masyarakat desa Meunasah 

Krueng pada hari Sabtu, 27 November 2021 juga mengatakan hal serupa, yaitu: 

“Menurut saya, pelayanannya sudah baik, mudah jika ingin membuat 

surat, tidak berbelit-belit”.
43

 

                                                             
40

 Wawancara dengan masyarakat, Syamsinar pada tanggal 25 November 2021 di Desa 

Meunasah Krueng 
41 Wawancara dengan masyarakat, Dewi pada tanggal 27 November 2021 di Desa 

Meunasah Krueng 
42 Wawancara dengan masyarakat, Sulastri pada tanggal 27 November 2021 di Desa 

Meunasah Krueng 
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Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Mukhtar masyarakat desa 

Meunasah Krueng pada hari Sabtu, 27 November 2021 juga menyatakan hal 

sama, yaitu: 

“Kalau menurut saya, pelayanan yang ada di Gampong Meunasah Krueng 

sudah baik dan jelas dalam menyampaikan prosedur persyaratan pelayanan 

yang disampaikan oleh aparat desa”.
44

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Aparatur Desa Meunasah Krueng 

sudah menjalankan tugas dan kewajibannya untuk melayani masyarakat. Hal ini 

sesuai dengan Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
45

 

Pelayanan yang diberikan juga tidak berbelit-belit dan memudahkan masyarakat. 

Sehingga masyarakat tidak perlu menunggu lama untuk membuat surat. Namun 

untuk waktu operasional kantor desa hanya dibuka pada malam hari. Dikarenakan 

aparatur desa memiliki kegiatan lain sehingga proses administrasi aktif 

dilaksanakan pada pukul 20.30 – 22.45. Jadwal buka kantor desa tersebut tersedia 

pada papan informasi desa. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       
43 Wawancara dengan masyarakat, Muammar pada tanggal 27 November 2021 di Desa 

Meunasah Krueng 
44

 Wawancara dengan masyarakat, Mukhtar pada tanggal 27 November 2021 di Desa 

Meunasah Krueng 
45

 Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 34 
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Gambar 4.1 

Jadwal Buka Kantor Desa 

        

Pada dasarnya jam operasional dibuka kantor desa yaitu pada pukul 07.45 

– 16.00. hal tersebut tertera pada Permenpan Nomor 08 Tahun 1996 Tentang 

Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah III.
46

 sebagaimana 

pada observasi peneliti pada desa meunasah krueng, kantor desa hanya dibuka 

pada malam hari. Hal ini membuat sistem pelayanan di kantor desa meunasah 

krueng kurang optimal. 

Selain itu terkait dengan prosedur pelayanan yang diberikan dan 

keterbukaan informasi di desa meunasah krueng masih belum terlaksana. Hal 

tersebut dibuktikan dengan tidak ditempelnya informasi terkait alur atau syarat 

pembuatan surat dan lainnya. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Ibu 

Sulastri, masyarakat desa Meunasah Krueng pada hari Sabtu, 27 November 2021, 

yaitu: 

                                                             
46

 Permenpan No 08 Thn 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan 

Pemerintah III  
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“Terkait dengan persyaratan pembuatan surat itu tidak ditempel di papan 

informasi, jadi jika ingin membuat surat menanyakan dulu syarat 

pembuatan suratnya kepada sekdes atau aparat desa lainnya”.
47

 

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Dewi pada hari Sabtu, 27 November 

2021 juga mengatakan hal serupa yaitu: 

“Untuk syarat pembuatan surat itu tidak pernah ditempel di papan 

informasinya, sehingga masyarakat harus bolak-balik untuk melengkapi 

persyaratan yang diperlukan”.
48

  

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk keterbukaan 

informasi terkait dengan alur pembuatan surat masih belum berjalan. Hal tersebut 

dikarenakan tidak ditempelnya alur pembuatan surat di papan informasi desa 

sehingga masyarakat yang hendak membuat surat menanyakan terlebih dahulu 

kepada aparatur desa terkait dengan syarat pembuatan surat yang diperlukan. Pada 

hakikatnya keterbukaan informasi dalam pelayanan diamanatkan pada Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
49

 

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Chaizir Balia pada hari Senin 29 

November 2021 menyebutkan: 

“Untuk informasi persyaratan pembuatan surat kependudukan memang 

belum ditempel, kemudian untuk membuat akta kelahiran syarat yang 

diperlukan yaitu membawa fotocopy dan yang aslinya surat keterangan 

lahir dari dokter/bidan, surat nikah orantua atau akta nikah, fotocopy KK 

dan KTP orangtua dan fotocopy KTP dari saksi.”
50

  

 Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa memang persyaratan 

pengurusan administrasi kependudukan tidak tersedia pada papan pengumuman. 

                                                             
47 Wawancara dengan masyarakat, Sulastri pada tanggal 27 November 2021 di Desa 

Meunasah Krueng 
48 Wawancara dengan masyarakat, Dewi pada tanggal 27 November 2021 di Desa 

Meunasah Krueng 
49

 UU No 14 Thn 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 4 
50 Wawancara dengan Sekdes, Chaizir Balia pada tanggal 29 November 2021 di Desa 

Meunasah Krueng 
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Seharusnya aparatur desa memiliki kewajiban untuk memberikan informasi 

mengenai hal-hal yang diperlukan masyarakat di bidang administrasi 

kependudukan. Karena kelengkapan persyaratan dalam pengurusan administrasi 

kependudukan sangat berpengaruh akan kelancaran proses pengurusannya, namun 

pada fakta yang peneliti temukan di lapangan masih banyak masyarakat yang 

masih belum mengetahui secara jelas mengenai kelengkapan persyaratan setiap 

pengurusan administrasi kependudukan. 

Oleh karena itu, diharapkan pihak aparatur desa agar dapat memberikan 

informasi-informasi mengenai kelengkapan persyaratan dalam setiap 

kepengurusan administrasi kependudukan seperti menempel informasi tersebut 

pada papan informasi agar masyarakat dapat mengetahui informasi-informasi 

tersebut. 

Selanjutnya dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan 

kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 32 Tahun 

2020 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Gampong 

menyebutkan Pemerintah Desa berwenang untuk menyelenggarakan administrasi 

penduduk di desa. Kepala desa atau yang disebut Keuchik menjalankan tugasnya 

sebagai tanggung jawab untuk penyelenggaraan administrasi kependudukan.  

Dalam penyelenggaraan administrasi penduduk, Keuchik dibantu oleh 

perangkat desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Penyelenggaraan 

administrasi penduduk di desa dilakukan dalam bentuk tertib pencatatan data dan 

informasi dalam buku administrasi penduduk dan buku pengembangan register.  
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Pada hasil wawancara peneliti dengan Bapak Chaizir Balia selaku 

Sekretaris Desa pada hari Senin, 29 November 2021 menyatakan: 

“Segala bentuk adminitrasi yang dilakukan di kantor desa semuanya 

tercatat dalam logbook atau buku agenda desa. Dan untuk mayarakat yang 

pindah itu tercatat di buku mutasi penduduk gampong. Untuk pencatatan 

kependudukan kita masih dilakukan secara manual.”
51

 

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Febri selaku Operator desa 

pada hari Senin, 29 November 2021 menyatakan hal yang sama yaitu: 

“Saya sebagai operator membantu tugas sekretaris desa dalam mencatat 

data kependudukan, jadi semua administrasi yang dilakukan seperti surat 

masuk surat keluar, penduduk masuk dan sebagainya dicatat di agenda.”
52

 

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak M. Syarif Walhidayat selaku Kaur 

Pemerintahan pada hari Kamis, 25 November 2021juga menyatakan: 

“Semuanya tercatat di buku agenda desa, seperti jika membuat akta 

kematian atau akta kelahiran dicatat di agenda lalu diketik dan dimasukkan 

ke arsip”.
53

 

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk pendataan 

penduduk yang dilakukan Keuchik yang dibantu oleh perangkat desa di kantor 

desa Meunasah Krueng sudah tertib pencatatatan yang tercatat pada logbook atau 

agenda. Kemudian surat yang sudah diterbitkan dimasukkan ke arsip desa. Segala 

yang berkaitan dengan administrasi kependudukan tercatat setiap harinya. Selain 

itu untuk data penduduk desa Meunasah Krueng dimasukkan ke database desa. 
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4.2. Mekanisme Pendaftaran Kependudukan Yang Dilakukan Pemerintah 

Desa di Desa Meunasah Krueng Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten 

Aceh Besar 

Pendaftran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas 

pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi 

kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas 

atau surat keterangan kependudukan
54

. Pendaftaran penduduk didasarkan pada 

asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya peristiwa kependudukan yang 

dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 

Kependudukan menyatakan setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa 

kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana 

dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan 

pencatatan sipil.  

Dalam hal ini Pemerintahan Desa sebagai penyelenggara urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia berwenang melakukan pendaftaran 

penduduk dan pencatatan sipil yang bertanggung jawab dan berwenang dalam 

melaksanakan pelayanan dan urusan administrasi kependudukan. 
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Sejalan dengan peraturan tersebut hasil wawancara peneliti dengan 

Sekretaris Desa Meunasah Krueng Bapak Chaizir Balia pada hari Senin 29 

November 2021 mengatakan : 

“Untuk pendaftaran penduduk itu misalnya pada penduduk datang kita 

mintakan fotocopy KK untuk kita data kemudian kita tanyakan apakah 

mau defenitif atau non defenitif. Untuk defenitif dibuatkan KK baru untuk 

dipindah alamatnya ke alamat sekarang. Selanjutnya untuk pembuatan 

KTP sekarang tidak perlu lagi surat rekom dari desa melainkan langsung 

membawa persyaratan pembuatan KTP ke Camat.”
55

 

Hasil wawancara peneliti dengan Febri Operator desa pada hari Senin, 29 

November 2021 juga menambahkan : 

“Bagi penduduk yang ingin pindah kita mintakan paspoto 3x4 dan dicatat 

pada buku mutasi penduduk kemudian diupdate pada database. Namun 

kendala yang terjadi itu kepedulian masyarakat masih kurang terhadap 

pelaporan kependudukan. Misalkan masyarakat tersebut sudah pindah dari 

setahun yang lalu kemudian baru melapor ke kantor keuchik sekarang 

itupun karena diperlukan surat pindah.”
56

 

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pendataan terkait 

pendaftaran penduduk itu terdata dan tercatat dengan baik. Setiap penduduk yang 

melapor kependudukan langsung di data. Kemudian bagi masyarakat yang ingin 

membuat KTP tidak diperlukan lagi surat rekomendasi dari Desa melainkan 

langsung membuat pada Camat.   

Selain itu salah satu kendala yang dihadapi aparatur desa dalam pendataan 

penduduk adalah masih kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pelaporan 

kependudukan. Hal tersebut menjadi salah satu kendala aparatur desa untuk 
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diperbaharui pada database desa Meunasah Krueng. Masyarakat baru akan 

melapor kependudukannya jika memerlukan surat kependudukan tersebut. 

Pada observasi peneliti pada hari Selasa, 19 Oktober 2021, peneliti melihat 

bahwa dalam pendataan penduduk, aparatur desa masih belum konsisten dalam 

pencatatan. Hal tersebut terbukti pada database penduduk desa yang belum 

diterdata semua masyarakat. Dan juga untuk masyarakat yang sudah berubah 

status menjadi kawin, lahir, cerai dan mati belum terdata secara keseluruhan.  

Tabel 4.1 

Data Kependudukan Desa Meunasah Krueng 

Jumlah Penduduk 3.317 Jiwa 

Penduduk yang terdata pada 

Data Penduduk Desa 
1.737 Jiwa 

Penduduk yang tidak terdata 1.580 Jiwa 

     Sumber : Kantor Desa Meunasah Krueng Tahun 2021 

Selain pendaftaran penduduk, pencatatan sipil juga merupakan hal yang 

wajib dilaporkan pada pemerintahan dalam hal ini pemerintah desa. Pencatatan 

sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register 

pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Selain itu juga pencatatan sipil tersebut 

wajib dimiliki untuk keperluan layanan publik seperti pengurusan BPJS, SIM, 

perbankan dan sebagainya. 

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Anmulyadi Rianto selaku 

Keuchik Desa Meunasah Krueng pada hari Kamis, 25 November 2021 

mengatakan : 
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“Selalu kita ingatkan kepada masyarakat untuk melaporkan 

kependudukannya. Seperti bila ada masyarakat yang meninggal dunia, 

pada saat tahlilan dirumahnya kami ingatkan kembali untuk mengurus akta 

kematian kepada pihak keluarga, namun sampai hari ini belum dilaporkan. 

Dan biasanya melaporkan jika ada pengurusan pelayanan lainnya yang 

memerlukan akta kematian.”
57

 

Hasil wawancara peneliti dengan Kaur Pemerintahan Bapak M. Syarif 

Walhidayat pada hari Kamis, 25 November 2021 menambahkan terkait pencatatan 

sipil : 

“Masyarakat sudah melapor. Selanjutnya setelah melapor dan kemudian 

ada penambahan anggota keluarganya, pihak desa sudah minta untuk 

dibawakan KK nya namun sebagian kecil tidak memberi sehingga 

terkendala pada saat diupdate data.”
58

 

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa aparatur desa 

sudah mengingatkan untuk dilaporkan terkait dengan pencatatan sipil karena hal 

tersebut dibutuhkan saat melakukan pelayanan lainnya. Namun karena kurangnya 

kesadaran masyarakat untuk melaporkan sehingga masih banyak masyarakat yang 

belum melaporkan hal tersebut. Masyarakat baru akan membuat akta tersebut 

apabila dibutuhkan untuk pengantar pelayanan publik lainnya. 

Dari observasi penelti pada 19 Oktober 2021, melihat pada data kematian 

masyarakat desa Meunasah Krueng Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar 

masih sebahagian masyarakat yang sudah mengurus akta kematian. Data kematian 

tersebut dipajang pada kantor desa Meunasah Krueng Kecamatan Ingin Jaya 

Kabupaten Aceh Besar. 
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Gambar 4.2 

Daftar warga Meninggal Dunia Tahun 2021 

 
 Sumber : Kantor Desa Meunasah Krueng Tahun 2021 

Dari data tersebut dan dari wawancara peneliti dengan Sekdes Desa 

Meunasah Krueng bahwa  dari 12 data kematian tersebut hanya 6 orang dari pihak 

keluarga dari masyarakat yang meninggal tersebut mengurus akta kematian. 

Diharapkan kepada aparatur desa untuk mengingatkan Kembali akan pentingnya 

dokumen kependudukan tersebut untuk dilaporkan kepada pemerintahan desa. 

Dan dapat mempermudahkan masyarakat untuk mengurus keperluan lainnya. 

Selain itu untuk data jumlah kepengurusan masyarakat dalam mengurus 

administrasi kependudukan adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.2 

Pengurusan Administrasi Kependudukan 

No. 
Pengurusan Administrasi 

Kependudukan 

Jumlah 

1 Kartu Keluarga 80 – 100 Jiwa 

2. Akta Kelahiran 40 Jiwa 

3. Akta Kematian 6 Jiwa 

4. Penduduk datang 150 – 200 Jiwa 

5. Penduduk Pindah 43 Jiwa 

     Sumber : Kantor Desa Meunasah Krueng Tahun 2021. 

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa, penduduk yang mendatakan 

Kartu Keluarganya pada desa Meunasah Krueng tahun 2021 sebanyak 80 – 100 

jiwa pertahunnya, selain itu Akta kelahiran 40 jiwa, Akta kematian 6 jiwa dari 13 

jiwa yang meninggal pertahunnya. Selanjutnya untuk penduduk dating 150 – 200 

jiwa dan penduduk pindah 43 jiwa pertahunnya. Untuk kepengurusan E-KTP baru 

tidak melalui rekom Keuchik, melainkan langsung membuat pada Dukcapil. 

Setelah dilakukan penertiban pencatatan kependudukan oleh aparatur desa, 

selanjutnya pihak desa mengelola data tersebut agar mudah untuk dilaporkan pada 

Camat. Pengelolaan kependudukan itu sendiri merupakan kegiatan untuk 

mengarahkan perkembangan kependudukan untuk merealisasikan penduduk 

mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Dimana 

dilakukannya untuk penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan. 

Dan juga mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi dan juga dapat 
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terdata apabila adanya kepentingan administrasi dan pelayanan lainnya serta 

bantuan sosial maupun yang lainnya. 

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak M. Syarif Walhidayat Kaur 

Pemerintah pada hari Kamis, 25 November 2021 menyatakan bahwa: 

“Bentuk pengelolaan yang dilakukan pemerintah desa itu kita 

mengumpulkan fotocopy KK dan KTP masyarakat untuk dimasukkan ke 

dalam database gampong, sehingga memudahkan masyarakat yang ingin 

membuat surat.”
59

 

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Chaizir Balia selaku Sekretaris 

Desa Meunasah Krueng pada hari Senin, 29 November 2021 juga menyatakan 

bahwa : 

“Untuk sekarang kita sudah membuat database gampong, bagi warga yang 

KTP sini maupun bukan KTP sini kita masukkan dalam database 

gampong, jadi nanti misalkan ada seseorang yang hendak membuat surat, 

kalau dulu untuk membuat surat harus membawa persyaratan seperti KTP 

atau KK, jadi untuk sekarang bagi warga yang hendak membuat surat 

tinggal sebutkan nama, dusun apa dan di cek oleh operator langsung keluar 

datanya. Sehingga memudahkan masyarakat untuk membuat surat.”
60

 

Dan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Anmulyadi Rianto selaku 

Keuchik Meunasah Krueng pada hari Kamis, 25 November 2021 menambahkan : 

“Untuk pengumpulan fotocopy KK dan KTP itu sendiri belum semua 

masyarakat menyerahkan, bahkan belum sampai 70% yang menyerah 

fotocopy KK dan KTP karena kepedulian masyarakat masih kurang.”
61

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, 

aparatur desa Meunasah Krueng dalam pengelolaan kependudukan itu 

mengumpulkan KK serta KTP masyarakat desa Meunasah Krueng agar 
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mempermudah saat proses administrasi dan pembuatan surat. Oleh karena itu bagi 

masyarakat yang sudah menyerahkan KK dan KTP kepada kantor desa tidak perlu 

membawa persyaratan pembuatan surat, karena semua masyarakat yang sudah 

menyerahkan data kependudukan kepada kantor desa sudah terdata pada database 

gampong, sehingga memudahkan masyarakat yang hendak mengurus 

administrasi.  

Selanjutnya Pemerintah Desa yang telah selesai melakukan 

penyelenggaraan administrasi penduduk serta pencatatan buku administrasi 

pemerintah desa wajib dilaporkan oleh Keuchik kepada Bupati Aceh Besar 

melalui Camat setiap akhir bulan sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan 

Bupati Aceh Besar No 32 Tahun 2020 tentang Pelayanan Administrasi 

Kependudukan Berbasis Gampong.
62

   

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Chaizir Balia selaku Sekretaris 

Desa Meunasah Krueng pada 29 November 2021 menyebutkan : 

“Laporan terkait dengan dokumen kependudukan kita rekap, namun tidak 

melaporkan kepada Camat. Karena dengan adanya sensus penduduk kami 

sudah tidak rutin untuk melaporkan kependudukannya. Hanya dilaporkan 

jika diminta saja.”
63

 

Hasil wawancara peneliti dengan Febri Operator desa Meunasah Krueng 

pada 29 November 2021 menambahkan : 

“Kalau untuk direkap perbulan tidak ada, biasanya di input keseluruhan 

dan kemudian direkap berapa jumlahnya.”
64

 

                                                             
62

 Perbup Aceh Besar No 32 Tahun 2020 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan 

Berbasis Gampong pasal 8 
63

Wawancara dengan Sekdes, Chaizir Balia pada tanggal 29 November 2021 di Desa 

Meunasah Krueng 
64 64 Wawancara dengan Operator, Febri pada tanggal 29 November 2021 di Desa 

Meunasah Krueng 



61 
 

 
 

Dengan demikian dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, 

pihak desa tidak lagi merekapitulasi kependudukan setiap bulannya yang 

seharusnya dilakukan sesuai dengan Perbup Aceh Besar Nomor 32 Tahun 2020 

tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Gampong yang 

mengamatkan untuk dilakukannya pelaporan kependudukan setiap akhir bulan 

yang dilaporkan oleh Keuchik kepada Bupati Aceh Besar melalui Camat. Hal 

tersebut dilakukan karena sudah adanya program dari sensus penduduk untuk 

mendata masyarakat, sehingga pihak aparatur desa tidak melaporkannya lagi 

hanya saja dilaporkan apabila dibutuhkan. 
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BAB V 

        PENUTUP 

5.1.  KESIMPULAN 

1. Pelayanan yang diberikan oleh Aparatur Desa Meunasah Krueng 

Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar sudah baik dan sesuai 

dengan SOP yang diterapkan dan fasilitas pelayanan kantor desa juga 

sudah memadai sehingga masyarakat tidak perlu menunggu lama untuk 

pembuatan surat. Namun pada sistem operasional terkait dengan jam buka 

kantor desa tersebut masih kurang optimal disebabkan karena kurangnya 

jam pelayanan untuk melayani masyarakat. Sehingga masyarakat harus 

kembali menunggu besok malam untuk pengurusan administrasi. Hal 

tersebut disebabkan oleh aparatur desa memiliki kegiatan lain pada pagi 

hari sehingga sepakat jam operasional kantor desa dibuka pada malam 

hari.  

2. Mekanisme pendataan penduduk dan pencatatan sipil yang dilakukan oleh 

aparatur desa Meunasah Krueng Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh 

Besar yaitu dengan mengumpulkan fotocopy KK dan KTP masyarakat 

agar didata pada database desa sehingga mempermudah masyarakat untuk 

membuat surat dan tidak perlu membawa persyaratan. Namun pada 

realitanya kepeduliaan masyarakat masih kurang sehingga masih banyak 

masyarakat yang belum memberikan KK dan KTP nya kepada pihak 

aparatur desa. Karena masih kurangnya kepedulian masyarakat untuk 

melaporkan kependudukannya, menjadi salah satu faktor penghambat 
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dalam pendataan kependudukan pada database desa. Selain itu untuk 

peaporan yang dilaporkan Keuchik kepada Camat itu sudah tidak rutin, 

pihak aparatur desa mengatakan bahwa semenjak adanya program sensus 

penduduk, mereka sudah tidak rutin melaporkan kependudukannya 

kepada Camat. Pelaporan dilakukan bila pihak Camat meminta. 

5.2.  SARAN 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan beberapa 

saran yaitu : 

1. Keuchik selaku pemerintah desa agar lebih menghimbau dan selalu 

mengingatkan akan pentingnya pelaporan kependudukan kepada 

masyarakat. 

2. Kepada aparatur desa Meunasah Krueng disarankan untuk 

menempelkan informasi terkait alur atau syarat pembuatan surat-surat 

pada papan informasi. Agar lebih memudahkan masyarakat untuk 

melengkapi persyaratan dan tidak bolak balik untuk menanyakan 

perihal persyaratan tersebut. 

3. Masyarakat harus peka dan lebih peduli serta paham akan hak dan 

kewajiban sebagai masyarakat, Sehingga  dapat menuntut aparatur 

desa untuk memberikan pelayanan yang maksimal. 

4. Selain itu saran peneliti untuk aparatur desa Meunasah Krueng 

Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar dapat memanfaatkan 

terobosan inovasi terbaru seperti membuat website desa, sehingga 

mudah diakses oleh masyarakat dan menjadi salah satu bentuk 

transparansi desa  terhadap kegiatan yang ada didesa dan masyarakat 
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juga dapat mengetahui informasi-informasi terupdate pada website 

tersebut. Dan juga jika ada data yang tidak sesuai dapat segera 

diperbaiki. 
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Lampiran 5 Pedoman Wawancara 

A. Pertanyaan untuk Aparatur Desa 

 

1. Bagaimana kesediaan fasilitas terkait dengan kualitas pelayanan pengurusan 

administrasi kependudukan di Kantor Desa Meunasah Krueng ? 

2. Bagaimana tindakan bapak bila terdapat masyarakat yang merasa kesulitan 

atau bingung dalam pelayanan?  

3. Apa saja standar pelayanan dan apakah pemerintah desa sudah bekerja sesuai 

standar pelayanan dalam pengurusan administrasi kependudukan di kantor 

Desa Meunasah Krueng ? 

4. Bagaimana tingkat kemudahan akses dalam mengurus dan memenuhi 

persyaratan pelayanan dalam pengurusan administrasi kependudukan di 

Kantor Desa Meunasah Krueng? 

5. Apa saja jenis pelayanan bidang administrasi kependudukan di kantor desa 

Meunasah Krueng? 

6. Bagaimana pendataan yang dilakukan oleh Pemdes terkait pelayanan 

administrasi kependudukan? 

7. Bagaimana pengelolaan yang dilakukan oleh pemdes terkait dengan 

pendataan penduduk 

B. Pertanyaan untuk Masyarakat yang mengurus administrasi 

1. Apakah di sediakan papan informasi untuk mengetahui syarat-syarat 

pelayanan administrasi kependudukan?  

2. Bagaimana tingkat kemudahan dalam mengurus dan memenuhi persyaratan 

pelayanan? 

3. Bagaimana pelayanan yang bapak/ibu terima sudah sesuai dengan prosedur 

pelayanan? 

4. Bagaimana tingkat ketepatan waktu proses pembuatan administrasi 

kependudukan? 

5. Bagaimana dengan fasilitas yang diberikan dalam menunggu pelayanan pada 

Kantor desa Meunasah Krueng? 
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